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ABSTRAK 

 

MEKANISME DAN KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 

DAN RUMAH MAKAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 

PASAMAN 

 

Oleh: 

MUHAMMAD BAKI 

NIM. 01576105340 

 

Kendala dalam pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan 

Keuangan Daerah Pasaman adalah masih di temui adanya Wajib Pajak Restoran 

dan Rumah Makan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari 

segi jumlah maupun waktu yang di tentukan, sehingga mempengaruhi lancarnya 

administrasi perpajakan. Adapun usaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah 

Pasaman dalam mengatasi kendala tersebut dengan meningkatkan efektivitas 

penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan Wajib Pajak, dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib 

Pajak yang tidak patuh terhadap hukum dan peraturan perpajakan yang ada. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan 

Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman, dan 

meninjau target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan serta 

sistem prosedur pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan. Metode yang 

digunakan adalah metode  deskriftif  kualitatif yaitu dengan mengumpulkan 

beberapa data, dan data yang terkumpul diuraikan serta di kaitkan dengan teori-

teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari hasil penulisan ini di dapat 

suatu kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan 

Keuangan Daerah Pasaman terlaksana  dengan baik. 

 

Kata Kunci : Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran dan   

  Rumah Makan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu Pendapatan daerah itu bersumber dari pajak, baik itu pajak 

hotel restoran, kendaraan bermotor dan lain-lain sebagainya. Dimana 

Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu cara meningkatkan 

pendapatan asli Daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada masyarakat 

wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. 

Sumber pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang  berasal dari pemungutan 

pajak propinsi dan  pajak kabupaten/kota, salah satu pungutan pajak daerah 

yaitu Pajak Restoran. 

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tetang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, Pajak Restoran adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kapeterian, kantin, dan warung. 

Pungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum 

yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang 

terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau 

kota diantanya yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan 
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perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan peraturan pemerintah tentang Pajak Daerah Nomor 

65 Tahun 2001.  

Pajak ditetapkan dan membiayai pembangunan yang berguna bagi 

kepentingan bangsa, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukan 

sistem otonomi daerah (otda) berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun daerahnya 

sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah. 

Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten yang sedang berkembang 

dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya pemerintah 

kabupaten Pasaman membutuhkan banyak waktu dan dana untuk membiayai 

pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun untuk 

pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman 

untuk menggali sumber penerimaan, di antaranya melalui pajak. 

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pasal 1, pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  
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Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 

berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak. 

Tarif pajak restoran dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

Pasal 3 ayat (1) huruf F tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling 

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan 

bahwa Tarif Pajak yg disetujui dalam ayat (1) ditetapkan dengan peratuan 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan 

demikian, Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewewenangan untuk 

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan 

kabupaten/kota lainnya asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. (Marihot P. 

Siahaan 2013:334). 

Pajak restoran dan rumah makan di Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasaman di atur dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Tarif pajak restoran dan rumah makan di Badan Keuangan Daerah 

Pasaman di atur dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2011 tentang Pajak 

restoran Pasal 3 ayat (4)  yakni sebesar 10%. 

Adapun Target dan Realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah 

makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman sebagai berikut; 

 

 



4 
 

Table 1.1 : Target Dan Realisasi Pajak Restoran dan Rumah Makan tahun 

  2016 - 2018 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 

 

Tahun Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi Penerimaan 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2016 546.016.688 1.213.786.697  222,30% 

2017 649.088.911 1.177.999.079,37 181,49% 

2018 923.750.717 1.221.834.906,95 132,27% 

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 2019. 

 

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, 

maka penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul ‘‘Mekanisme 

dan kendala pemungutan pajak restoran dan rumah makan di Badan 

Keuangan Daerah Pasaman ’’ 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis 

diatas. Dapat dirumuskan pemasalahan penulisan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah 

Makan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman ? 

2. Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah 

Makan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman ? 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran dan  

Rumah Makan.  

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran 

dan Rumah Makan. 

 Khususnya pajak restoran dan rumah makan pada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah pengetahuan tentang tingkat kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasaman. 

b. Dapat memberikan informasi kepada instansi dan dapat sebagai bahan 

masukan informasi kepada pegawai-pegawai Badan Keuangan Daerah 

di Kabupaten Pasaman. 

c. Dengan adanya penelitian ini yang dilakukan di Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasaman dapat mempermudah penulis dalam 

penyelesaian Tugas Akhir penulis dan dapat menambah wawasan 

penulis dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki 

pengalaman lebih dalam di  bidang perpajakan. 
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1.4  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) Metode penelitian 

kualitatif adalah berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. Metode dekriptif menurut Nazir (1988) merupakan suatu metode 

dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

 

1.4.1 Lokasi penelitian    

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor 

Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman. 

 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian penulis ini dilakukan pada 

kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman pada bulan Juni 2019 

sampai selesai Tugas Akhir ini di buat. 

 

1.4.3 Jenis Data 

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini ada dua 

jenis data yaitu: 

1. Data sekunder, yaitu data di peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan 

dokumen melalui kantor tempat penelitian. 
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2. Data primer, yaitu data berupa angka, skala, dan lain-lain yang di dapat 

langsung dari sumbernya. Cara mendapatkannya bisa melalui 

wawancara, observasi,dan jejak pendapat. 

 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam penelitian ini Teknik Pengumpulan Data menggunakan: 

a. Observasi  

Menurut Sugiyono (2013), observasi merupakan salah satu 

langkah dalam pengambilan data yang sering di pergunakan. Observasi 

ini berkaitan erat dengan tata cara penelitian yang dilakukan dengan 

terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tanpa menggunakan 

perantara. Melalui tata cara observasi penelitian bisa dengan mudah 

merasakan berbagai fenomena sosial dan gejala sosial dalam 

masyarakat. 

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena yang di selidiki. Untuk mencari informasi dan 

mengumpulkan data yang diperlukan dan menyimpulkan hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

b. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013), wawancara ialah metode penelitian 

yang di lakukan dengan terjun langsung pada masyarakat dengan 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara tema 

penelitian dan hasil yang diharapkan. 
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Wawancara berarti pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara/secara lisan baik melalui tatap muka  atau lewat telephone 

dengan pihak terkait atau instansi terkait. 

 

1.4.5 Analisis Data  

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di pahami dan  

bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan 

dengan penelitian. Atau pengertian lain dari analisis data yaitu kegiatan 

yang dilakukan untuk merubah data dari penelitian menjadi informasi yang 

nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. 

Penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penjelasan 

dengan kata-kata yang baik, sehingga permasalahan terungkap objektif. 
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1.5 Sistimatika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat bab dengan uraian sebagai 

berikut: 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode 

penulisan, analisis data dan sistimatika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH  

PASAMAN 

  Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi atau gambaran umum 

kantor Badan Keuangan Daerah di Kabupaten pasaman, Visi dan 

Misi, struktur Organisasi dan uraian tugas unit kerja Badan 

Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman. 

 

BAB III : TINJAUAN  TEORI  DAN  PRAKTEK 

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan tentang 

perpajakan yang berkaitan dengan pajak restoran dan rumah 

makan (teori) dan menjelaskan tentang mekanisme dan kendala 

pemungutan pajak restoran dan rumah makan di Kantor Badan 

Keuangan Daerah di Pasaman (praktek). 

BAB IV : PENUTUP 
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  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar 

penelitian yang telah dilakukan. 

    

       LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN KEUNGAN DAERAH 

DI KABUPATEN  PASAMAN 

 

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi 

Sumatera Barat dan sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian 

dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang 

lebih mengutamakan pelaksanaan dan desentralisasi. Yang memiliki potensi 

baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari 

variabel yang menunjukkan kepada lingkungan natural (physical 

environment). Kabupaten Pasaman terbagi dalam 12 kecamatan yaitu : 

1) Kecamatan Bonjol 

2) Kecamatan Dua Koto 

3) Kecamatan Lubuk Sikaping 

4) Kecamatan Panti 

5) Kecamatan Mapat Tunggul 

6) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 

7) Kecamatan Rao 

8) Kecamatan Rao Selatan  

9) Kecamatan Rao Utara 

10) Kecamatan Padang Gelugur 
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11) Kecamatan Tigo Nagari 

12) Kecamatan Simpang Alahan Mati 

Badan Keuangan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 11 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,  

sebagai instansi daerah, dan pada pasal 4 ayat (1)  Perda No. 11 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan 

bahwa;  Badan Keuangan Daerah bertugas untuk membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 

bidang keuangan daerah. Pada pasal 4 ayat (2) Perda No. 11 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan 

Keuangan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang keuangan 

daerah; 

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

keuangan daerah; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang keuangan daerah; 

d. Pelaksanaan funsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasaman 

2.2.1 Visi 

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang 

ramah, professional, dan inovatif. Optimalisasi upaya yang terbaik atau 

menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

a. Ramah  

Sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan yang ditunjukkan 

oleh aparatur Dinas Pendapatan, baik budi bahasa , tutur kata, maupun 

sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan 

retribusi. 

b. Professional 

Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

c. Inovatif 

Aparatur yang mampu melaksanakan pembayaran (kreasi baru) 

dalam peningkatan penerimaan daerah.  

 

2.2.2  Misi 

a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 

b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi. 

c. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah. 
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d. Meningkatkan produktivitas pegawai. 

 

2.2.3  Tujuan 

a. Meningkatkan Kegiatan Intensifikasi pendapatan Daerah. 

b. meningkatkan kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah. 

c. meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak. 

d. meningkatkan sosialissi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah. 

 

2.2.4  Sasaran  

a. terlaksananya tingkat pencapain target pendapatan daerah minimal 5% dari 

tahun sebelumnya. 

b. terlaksananya pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

c. terlaksananya pelayanan dan pencapaian SKPD/SKRD dan administrasi 

tepat waktu. 

d. terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang 

cepat dan tertib. 

e. terlaksananya penagihan pajak dan restribusi daerah dengan baik dan 

akuntebel. 

f. terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah. 

g. terpenuhinya kebutuhan kerja yang nyaman dan harmonis. 
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2.2.5 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kebupaten Pasaman 

Gambar 2.1 

Sruktur Organisasi Badan 

Keuangan Daerah Pasaman 

 

Sumber :Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 2019. 
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2.3.1 Kepala Badan Pendapatan 

Badan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretarisan dan melaksanakan 

kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang 

pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantu. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda 

No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a) Penyelenggaan pemerintahan kabupaten dibidang pendapatan. 

b) Perumusan kebijakan perencanaan penerimaan dibidang pendapatan. 

c) Mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta 

pengawasan dibidang pendapatan. 

 

2.3.2 Sekretariat 

Sekretariat Badan Pendapatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan urusan 

kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina 

dan mengendalikan, kegiatan badan pendapatan. 

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat badan pendapatan. 

b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian badan pendapatan. 

c) Penyelenggaraan program dan perencanaan badan pendapatan. 
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2.3.3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub 

bagaian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan umum dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda 

No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat badan pendapatan. 

b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian badan pendapatan. 

c) Penyelenggaraan program dan perencanaan badan pendapatan. 

 

2.3.4 Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagaian yang 

mempunyai tugas untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan 

bahan kebijakan urusan keuangan. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijkan teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 

11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah, kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut: 
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a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan. 

b) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi 

yang berhubungan dengan administrasi keuangan. 

c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan administrasi keuangan. 

 

2.3.5 Sub Bagian Perencanaan Program 

Sub bagian perencanaan program di pimpin oleh seorang kepala sub 

bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perencanaan program, 

melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan 

program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, kepala sub bagian perencanaan program mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut: 

a)  Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, 

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan 

penyusunan program. 
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b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi 

tentang dinas. 

 

2.3.6 Bidang Pendapatan Asli Daerah 

Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang 

yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan asli daerah. Seksi pendapatan 

pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala bidang pendapatan asli daerah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta 

retribusi daerah. 

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak 

dan retribusi daerah. 

c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah. 

 

2.3.7 Bidang Penagihan Dan Pembukuan 

Bidang penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penagihan dan pembukuan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
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Perangkat Daerah, kepala bidang penagihan dan pembukuan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a) Penyiapan dan penyelenggaraan bahan tunggakan dan pelaporan realisasi 

pendapatan. 

b) Penyiapan pembukuan dan realisasi penerimaan. 

c) Penyelenggaraan-penyelenggaraan verifikasi dan penagihan pajak retribusi 

daerah yang telah jatuh tempo. 

 

2.3.8 Bidang Bagi Hasil Pendapatan 

Bidang bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang 

yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan hasil daerah. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah, kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta 

retribusi daerah. 

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak 

dan retribusi daerah. 

c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah. 
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2.3.9 Bidang Perencanaan Program 

Bidang perencanaan program dipimpin oleh seorang kepala bidang 

yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan program. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala sub bagian 

perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan 

penyusunan program. 

b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi 

tentang dinas. 

c) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi 

yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Telah dibahas dari bab sebelumnya  mengenai mekanisme dan kendala 

masalah pemungutan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dalam hal pemungutan pajak Restoran 

dan Rumah Makan, maka sebagai akhir dari penulisan dan sekaligus 

menjawab permasalahan ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Mekanisme pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan  

Keuangan Daerah Pasaman 

Mekanisme pemungutan pajak Restoran dan Rumah Makan di 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana yang 

diterangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 13 Tahun 

2011 tentang Pajak Restoran Pasal (1) yaitu : Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP), Setelah 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di isi oleh Wajib Pajak di 

sampaikan ke instansi pengelolaan Keuangan Daerah, Berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut dibuatkan Nota 

Perhitungan pajak dan selanjutnya di terbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD), Selanjutnya Wajib Pajak menyetor pajak sesuai besaran 

yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melalui 

bendahara penerimaan keuangan daerah atau kekas daerah Kabupaten 

Pasaman. 
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2. Kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di   Badan 

Keuangan Daerah Pasaman 

Adapun kendala dalam pemungutan Pajak Restoran dan Rumah 

Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman sebagai berikut: Masih 

ditemui adanya Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan yang tidak 

mematui kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu 

yang telah ditentukan, sehingga mempengaruhi lancarnya administrasi 

perpajakan, Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar 

pajak masih kurang sehingga sebagian besar Wajib Pajak Restoran dan 

Rumah Makan masih banyak yang menunggak dan tidak membayar, 

Kurang disiplinnya wajib pajak dalam membayar Pajak Restoran dan 

Rumah Makan sehingga dapat mengambat proses administrasi perpajakan. 

3. Usaha yang di lakukan Badan Keuangan Daerah Pasaman dalam 

mengatasi kendala-kendala pemungutan pajak Restoran 

Adapun usaha yang  dilakukan Badan Keuangan Daerah Pasaman 

dalam mengatasi kendala pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan 

adalah sebagai berikut: Selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib 

Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan 

akses informasi perpajakan, Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan 

hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan Wajib Pajak, Tegas dalam menegakkan hukum perpajakan yang 

ada, Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, Memberikan 
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sanksi yang tegas kepada Wajib pajak yang tidak patuh terhadap hukum 

atau peraturan perpajakan yang ada. 

4. Tarif pemungutan pajak Restoran di kabupaten Pasaman 

Adapun Tarif pajak Restoran yang ditetapkan oleh daerah tersebut 

sebesar 10% dari nilai pembayaran yang diterima restoran dan itupun 

masih sedikit memberatkan bagi Wajib pajak  restoran di Kabupaten 

Pasaman karna masih ada hambatan ataupun keterlambatan dalam 

pembayaran pajak Restoran, antara lain istem kerja yang belum optimal 

dalam pemungutan pajak Restoran oleh Badan Keuangan Daerah tidak 

terlepas dari faktor –faktor seperti masih bayak wajib pajak  yang 

menunggak membayar pajak Restoran, serta masih kurangnya tingkat 

kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya dalam membayar pajak. 

5. Sistem dan prosedur pajak Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten 

Pasaman 

Sistem pemungutan pajak Restoran di Kabupaten Pasaman 

menggunakan sistem self assessment yaitu di beri wewenang kepada wajib 

pajak untuk mengitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang 

terutangnya dengan menggunakan SPTPD, Didalam pembukuan 

dilakukan, penetapan target pajak Restoran maupun rumah makan dalam 

pembukuannya ada yang belum terealisasi. 
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4.2 Saran  

Dari pembahasan diatas yang telah diuraikan maka sipeneliti akan 

memberikan saran bagi Badan Keuangan Daerah maupun jajaran yang terkait 

untuk masalah Perpajakan Restoran dan Rumah Makan ini sehingga nantinya 

akan lebih baik dalam pemungutannya. Adapun saran-saran sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Restoran dan Rumah Makan perlu 

kiranya dukungan dari semua pihak masyarakat, pengusaha Restoran/ 

rumah makan, termasuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 

dalam pemungutan pajak, pendaftaran dan pendapatan, penetapan Pajak 

Restoran, pembukuan dan pelaporan dari para wajib Restoran dan Rumah 

Makan, serta pemungutan dan penagihan Pajak Restoran dan Rumah 

Makan yang ada. 

b. Badan Keuangan Daerah hendaknya selalu melakukan peninjauan 

terhadap Restoran atau rumah makan yang baru melakukan usahanya dan 

mengontrol usaha Restoran dan Rumah Makan tersebut, sehingga bisa 

didata oleh Badan Keuangan Daerah itu sendiri. 

c. Wajib pajak restoran dan Rumah Makan disarankan mematuhi peraturan 

dan ketentuan tentang pembayaran Pajak Restoran dan Rumah Makan 

tepat waktu dan tidak ada yang menunda membayar pajak seningga 

pemungutan pajak Restoran dan Rumah Makan akan maksimal dan 

partisipasi pembayaran pajak adalah wujud dari keikut sertaan dalam 

mendukung pembangunan daerah.  
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d. Bagi wajib pajak yang menunda membayar  pajak maka akan diberikan 

sanksi administrasi oleh Badan Keuangan Daerah sehingga Peratutaran di 

Daerah itu berjalan dengan baik. 

e. Perlu meningkatkan motivasi kerja para pegawai Badan Keuangan Daerah 

di dalam pemungutan pajak restoran dan Rumah Makan ini. 

f. Untuk kolektor yang telah ditunjuk untuk memungut pajak Restoran dan 

Rumah Makan hendaknya memikul amanat itu dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab, sehingga akan tercapai pemungutan yang maksimal.
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LAMPIRAN 
  



REKAPITULASI WAJIB PAJAK RESTORAN DAN RUMAH 
MAKAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 

PASAMAN 
 
 

Kecamatan     : Lubuk Sikaping 

 
 
No 

 
Nama Usaha 

 
Nama Pemilik 

 
Alamat Usaha 

1 Dendeng Batokok Anton Jl. Adam Malik, Aia Manggih 

2 Garuda Minang Anisah Abram Jl. Adam Malik, Aia Manggih 

3 RM. Sari Rasa Emy Suyanti Jl. Adam Malik, Aia Manggih 

4 RM. Venny Hendrawati Jl. Syahruddin, Aia Manggih 

5 RM. Garuda Baru  Adul Jl. Adam Malik, Aia Manggih 

6 RM.  Pondok Salero Eri Hakim Kp. Nan VI, Aia Manggih 

7 Ampera Lubuk Raya Rasmidal Jl. Adam Malik, Aia Manggih 

8 RM. Satangkai Boneh Yuliza Suwarti Rumah Nan XXX, Pauh 

9 RM. Ampera Mama Zaimawati Jl. A. Yani 

10 Ampera ACC Mini Apriliyusandri Jl. Alai,  Tj Alai 

11 RM. Panggang Jaghiang Yasril Jl. Imam Bonjol, Pauah 

12 Ampera Abak Syafri Jl. Imam Bonjol, Pauah 

13 Pecel Lele Pak Wali Raymon Andesta Jl. A. Yani, Pauah 

14 Bakso Sugeng Endrawati Jl. Imam Bonjol, Pauah 

15 Ampera Mak Pul Syaiful Jl. Imam Bonjol, Pauah 

16 Ampera Angin Berhembus Yulisma By Pass, Pauah 

17 RM. Leny Riza Jl. Jend Sudirman, Pauah 

18 Pecal Lele Bu Sri Bu' Sri Jl. Jend Sudirman, Pauah 

19 Bakso Mas Pen 2 Tino Jl. Jend Sudirman, Pauah 

20 Bakso Mas Pen 1 Tino Jl. Jend Sudirman, Pauah 

21 Bakso Yanto Joko Prianto Jl. Jend Sudirman, Pauah 

22 Ampera Mamak Armaida Taluak Ambun, Pauah 

23 RM. Salubuak Rika Engliza By Pass Taluak Ambun, 
Pauah 24 Ampera Garuda Baru Suwantono Widodo Jl. A.Yani, Pauah 

25 Ampera Goyang Lidah Asmita Jl. Jend Sudirman, Pauah 

26 Sate BCA Deswarni Jl. Jend Sudirman, Pauah 

27 RM. Garuda Baru Rinal M. Rinal Jl. Hamka, Tanjung Beringin 

28 Ampera Razzaq Ofina Risa Jl. Sudirman, Pauah 

29 Pecel Lele Mas Blangkon Bahrul Ulum Jl. Sudirman, Pauah 

30 RM. Pauah Piaman  By Pass Benteng, Tanjung 
Beringin 31 Chicken Star  Jl. Sudirman, Pauah 

32 RM. Buk Kartam  jl. Tuanku Tuo, Pauah 

33 RM. Mak Sarul  Pasar Lama Lubuk Sikaping 

34 Ampera Induak  Pasar Lama Lubuk Sikaping 

35 RM. Anugrah  Jl. Adam Malik, Aia Manggih 

36 RM. Nikmat Bersama  Jl. A.Yani, Pauah 



37 RM. Juan  By Pass Taluak Ambun, 
Pauah 38 Nasi Kapau Eli Eliwarnis By Pass Benteng, Tanjung 
Beringin 39 RM. Sari Piaman Anwardi Jl. Hamka, Tanjung Beringin 

40 RM. Dua Putri Neilal Husna Salibawan 

41 RM. Berkah Yeli Hartati Kp. Nan VI, Aia Manggih 

 

Kecamatan     : Rao 

 
 

No 
 

Nama Usaha 
 

Nama Pemilik 
 

Alamat Usaha 

1 RM. Pondok Salero Irwan Pertanian, Rao 
2 RM. Arek Suroboyo Ibrahim Pertanian, Rao 
3 RM. Pondok Keluarga Samsuar NST Pertanian, Rao 
4 Pondok Pataya  Pertanian, Rao 
5 RM .Singgalang  Pasar Rao 

6 Rm. Asam Padeh Yulastri Hakim Simp. Lubuk Layang, Rao 

7 Warung Nasi Sederhana  Kp. Tongah, Rao 

8 RM. Ajo Piaman  Kp. Tongah, Rao 

9 RM. Ampera Ajo Ali Busar Pulau, Rao 

10 ASMAR Asmar Pasar Rao 

11 Putri Ayu  Simp. Lansat Kadap 

12 Bakso Cak Pulo Ratna Pulau, Rao 

 

Kecamatan     : Padang Gelugur 

 
 

No 
 

Nama Usaha 
 

Nama Pemilik 
 

Alamat Usaha 

1 Kafe Rahma Nikma Tj.Aro 

2 Ampera Agung Deswir Napolen-Tapus 

3 Ampera Ajo M.Nasir Tapus 

4 Bakso Sudi Mampir Sutikno Pasar Tapus 

5 Bakso Sederhana Rukiah Tapus 

6 Pondok Nasi Goreng Supriadi Ps.Inpres Tapus 

7 RM. Mila Agusman Pasar Inpres 

8 RM. LB.Arai  Peri Ps.Inpres Tapus 



Kecamatan     : Panti 

 
 

No 
 
            Nama Usaha 

 
Nama Pemilik 

 
Alamat Usaha 

1 Sate Mak Aciak  Terminal Panti 

2 RM. Pardomuan Maradong Lubis Jl.Lintas Padang Medan 

3 RM. Yanti  Jl.Lintas Padang Medan 

4 Warung Bu Ari Bu Ari Rimbo Panti 

5 RM. Empat Putri Rina Pintu Rimbo Panti 

6 RM. Ikan Panggang Roskan Ampang Gadang 

7 RM. Hijrah Suharti Terminal Panti 

8 RM. Family Joni Bundaran Panti 

9 RM. Sutan Mudo Sutan Mudo Jl.Lintas Padang Medan 

10 Inan Warung Lontong Inan Jl.Raya Panti Talu 

11 RM. Mila K.Sutan Saldi Jl.Raya Panti Talu 

12 Mak Bur Mak Bur Di Rimbo Panti 

13 RM. Mak Endah Adrizal Bundaran Panti 

14 Bakso Linda   

 

Kecamatan     : Rao Selatan 

 
 
No 

 
Nama Usaha 

 
Nama Pemilik 

 
Alamat Usaha 

1 RM. Tambuo Asril Jl Raya Pdg - Medan 

2 Ampera Ajo Pasar  Ps Kauman 

3 As Family Yandrizal Tanjung Betung 

4 Ampera Hijrah  Jl Raya Pdg - Medan 

5 Ampera Uwo Ujang Jl Raya Pdg - Medan 

6 Ampera Ajo Kolam Afrizal Jl Raya Pdg - Medan 

7 RM. Batang Asik Sisri Susanti Curantiang 

8 Pecel Lele Pardi Supardi Jl Raya Pdg - Medan 

9 RM. Sentia  Ps Lansat Kadap 

10 Lafonte Café Relfa Neldi Tanjung Betung 

 

Kecamatan     : Simpang Alahan Mati 

 
 
No 

 
Nama Usaha 

 
Nama Pemilik 

 
Alamat Usaha 

1 RM. Saiyo Nuraini Simpang III 

2 RM. Asam Maram Bahtiar Simpang III 

 

 

 



Kecamatan     : Tigo Nagari 

 
 
 
No 

 
Nama Usaha 

 
Nama Pemilik 

 
Alamat Usaha 

1 RM. Berkat Saba Ahmad Ps Ld Panjang 

2 Ikan Bakar Doperman Danas Pd Sawah 

3 RM. Masang Raya Darlius Pd Sawah 

4 Ampera Amak Erna Nagari Binjai 

5 RM. Harapan Bunda Asril Pd Sawah 
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